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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2OO5

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABI.PATEN KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 2OO4

TENTA}IG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANG.{N
PIMPINA].I DA}I ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAF,RAH

KABIJPATEN KEdru

DENGAN RA}IMAT TTI}IAN YANG IVIAHA ESA

BUPATI KEDRI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan
' 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kecluclukan

Plotokoler dan Keuangan Pimpinan dan ,{nggota Dew,an

Perwakilan Rakyat Daeratr, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

Pimpinan dan furggota Dowan Perwakilan Rakyat l)aerah

Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dan diadakan perubahan ;

b. bahwa berclasarlian pertimbangan sebagaimana climaksud pacla

huruf a, perlu menetapkan Peraturan l)aerah Kabupaten Kerliri

tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun

2004 tentang Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimpuran

dan Anggota Dowan Perwakilan Rakyat l)acrah Kabupaten

Kediri;

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam I-ingliungan Prol'insi

Jawa Timru ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tah.lr l9B7 tentang Protokol

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Iahun 1987 Nornor -[-3,

Tambahan Lombaran Negara Nomor 3363) ;

Me4gingat
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 100-3 tcntang Iicuanglrr

Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsi:r Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Ixmbaran Negara Nornor 4286) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tcntang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyarvaratan Rakyat, Den an

Perwakilan Rakya( Dewan Perwakilan Dacrah dan Dervan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Ncgara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tantbahan Lembaran Negtra

Nomor 4310) ;

5. Undmg-rurdang Nomor 1 Tatrun 2004 tcntang Perbondaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 200:l tenrrng pembenlul.an

Peraturan Perturdang - undangan:rn (Lcnrbaran Neg;u.a

Republik Indonesia Tahun 200-l Nomoi. 5J. farubahan

Lembatan Nogara Nomor 4389) ;

7. Llndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 renting pemerintahan

Daerah (Irmbaran Negafa Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Perahuan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 renf ang

tri.t"rrtu* Keprotokolan mengenai Tata Tempat Tata Lipacara,

Tata Penghormatan (I-ombaran Negara Ilcpublik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 90, Tarnbahan Lenrl.raran Nesara

Nomor 3432) ;

9. Peraturan Pcrnerintah Nomor 20 Trhurr 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re publik Irrdonesia

Tahun 2001 Nomor 41, Tarnbaltan I-urnbaran Nesara

Nomor 4090) ;

10. Perahuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan _{nggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah besena perubahannya

Perattuan Pemerintah Nomor 37 Talun 2005 (Lembar.a Negua

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan

Lembaran Negara Nomor 4416) ;

(v
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11. Peraturan Pemerintali Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pe.doman

Penyrsunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perrvakilan Rakyat

Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia f'ahun 200,t

Nomor 91, Tamtahan Lembaran Nogara Nomor'4417) ;

12. Peraturan Daerah-Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan rian

Anggota Dewan Penryakilan Rakyal Daerah Kabupaten Kectiri

(Lernbaran Daerah Kabupaten Kedti Tahun 2004 Nornor 16

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Iiabupatcn Kecliri Nonror

13 Seri E) ;

Dcngan Pcrsctrjuan Beruama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Di\EIIAI i

KABIJPATEN I{EDIRI

dan

B{IPATI KEDIRI

IvIEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATI'RAN DAERA}I K,qBUP,.\TEN K},DiIiJ TENTANG
PERLIBAHAN ATAS PERA,'fl]RAN D,\F.RAH KARL,PAT'I".N
KEDIRI NOMOR 21 TAIITIN 2004 TI]\rT,,\NG KEDI_DUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIi\,IPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKII-AN R,{KYAT D.,\ERAH
KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kecliri Nomor 2l Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dervan pepvakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten I{ccliri Ta6un 2004
Nomor 16 Seri E Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Keclir-i Nomor 1-l Serj l1).
diubah sebagai berikut :

1' Ketentuan Pasal I angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 angka 20 herbunl,i sebrgai
berikut :

Pasal t
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dongan :

20. Tunjangan kesejahteraan adalah nrqiangan yang disecliakan kepacla pimpinan
dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehar.u,
penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapar6l,3, rumah dinas
dan perlengkapannya kendaraan dinas jabatan Pirnpinal DpRD. pcrnbcrian
pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan-ienazah;

(
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2. Ketentuan Pasal 14 diubatL sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai beriLur :

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia N{usyawarah arnu Komisi

atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat I(clengkapan l_ainn1,a yang

diperlukarl diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketr.ra sebesar 7,5 % (tujuh setengah pemeratus) dari Tunlangan Jall:r&m Ketua

DPRD;

b. Wakil Ketua sobosar 5 7o (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua ilpRl):
c. Sekretaris sebesar 4 o/o (empat perseratus) dari Tunjangan .Iabaran Ketua DPRD:

d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Kelua I)pRl).

Pasal 16

(l) Pimpinan dan Anggola DPRD beserta ke luar.ganva cliirerikan .janlinan
pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran prcmi asirr:rnsi kcschrran

kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah Dacr.ah.

(2) Keluarga Pimpinan dan ,\nggota DPRD yang menclapat .jami.irn pemelihar;r:n

kesehatan yaitu suarni atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebaeaimana dimaksud pad;r ayat ().) sama denga, prcmi

asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan termasuk biaya gencral check-u1: I
(satu) kali dalam setahrm bagi pimpinan dan Anggora DPRD.

(4) Pembayaran premi asul'ansi sebagaimana dimaksud p:r<!a ayar (l ) clibetrantan pada

APBD.

4. Ketenhun Pasal 17 pada ayat (2) diubah, sehingga borbunyi sebagai bcrikut

Pasal 17

(2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas -jabatan 
pimpinan

DPRD sebagaimana dimakzud pada ayat (l) berpedoman p:xla slaxdar. ].lng
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal l8 pada ayat (2) diubah, sehingga.berbunvi sebagai berik-ut

Pasal 18

(2) Penyedian rumah Dina$, sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman prrcla

standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(

3. Ketentuan Pasal 16 diubatr, sehingga Pasal 16 berbunyi sul:,;rgri bcr.ii.ui :
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6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : \.

,"1

Pasal 20

(l) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakrn rum ah .Ilbitan Pimpinrn

atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan cliberikan tunjangan

perumahan.

(2) Tunjangan perunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam

bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai langgai pengucapan

sumpah / janji.

(3) Pemberian tmjangan perumahan sebagaimana dimaksud a-vat (Z) harus

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar hnrqa

setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besamya hmjaagan perunuhan sebagaimrna

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati clengrn letap

mempertimbangkan rxulan Pimpinan DpRD.

7. Ketentuan Pasal 2l diuba\ sehingga berbunvi sebagai berikur :

(1) Pimpinan

terdiri atas :

Pasal 2I

dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atribulnva

a. Pakaian Sipil Harian @St! disediakan 2 (dua) pasang dalam salu tahun:

b. Pakaian Sipil Resmi @SR) disediakan I (saru) pasang dalam satu rahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap @SL) disediakan I (satu) pasang dalam 5 (lima)

tahun ;

d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang disediakan I (satu) pasang dalarn

I (satu) tahun.

(2) standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian diras tetap mempofiirnbangkan

prinsip penghemata& kepatutafl dan kewajaran vang tlitetapkan densan peraturan

Bupati atas pertimbangan Pimpinan DpRD.

8. Ketentuan Pasal 24 diuba[ sehinega Pasal 24 berb.unvi sebagai bcr.iliut :

Pasal 24

(l) Belanja penuqiang kegiatan disediakan untuk mendul,,tng kelancaran tugas. fungsi

dan wewOnang DPRD.

t
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(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada a-vat (1) disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPI{D.

(3) Rencana kcrja sebagaimana dimaksud ayat (2),lerdiri atas :

a. rapat-rapat;

b. kunjungan kerja;

c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penolaahan Peraturan

Daelah;

d. peningkatan eurnbcr daya manusia datr profesionalismc;

o. koordinasi dan konsultasi kogiatan pcmorintahan dan komasyarakatan.

9. Antara Pasal 24 dan pasal 25 disisipkan pasal 24a, Zl.b,24c.24d, Z4e dan

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal24a

(1) Untuk melaksanakan tugas, firngsi dan wewenangnya, DpRD mcn-eatlakan r.apat-

rapat.

(2) unruk mongadakan ftpar-rapar sebagaimana dimaksud pada avar (r) disediakan

anggaran.

Pasal24b

(1) Kunjungan ke{a dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan rvervenang I)pRD
dilaksanakan di dalam, di luar Kabupaten Kediri dalam l)ropinsi. di ruar. I,rop,rsi
Jawa Timur dan keluar Negeri.

(2) Kunjungan kerja keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (r) clilaltsa,alim
seeuai kebutuhan ilan ketentuan yang ber.laku.

(3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pacla ayat (r) dan ayat (2) dibedkan
biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 24c

(l) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali daram I tahun paling lama 6 hari kr:rja dalam satu
kali reses.

(2) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota ).ang
bersangkutan dan mcnyerap aspirasi masyarakat.

(3) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksucl pacla avat (2) anggota

DPRD secara per seo'angan atau kelompok wajib memb.at laporan tertulis atas

pelaksanaan tugasnya yang disrmpaikan kepada pimpinan DpRD dalarn Rapat
Paripuma.

24f,

(

('



7

$,

(4) Kegratan darr jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada alal (2) ditctapkm

oleh Pimpinan DPRD setelah mondengar pertimbangiur Panitia N{usyawarah.

(5) Laporan tsrtulis baik pemoorangan maupun kelompok sebagaimana dimaksud

pada {yat (3) didasarkin pada kesamaan partai politik dan Daerah pcmilihannl,a.

(6) Pelaksaman kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), avar (3) (tan

ayat (5) disediakan iurggaran sesuai dengan ketentuan 1.ang ber.laku.

Pasal24d

(l) Penyiapan Rancangan Poraturan Dacrah, pengkajian dan penelaaftan peraturan

Dacrah dilaksanakan sesuai dengan hrgas, firngsi dan wervenang DpRD.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disediakan anggaran.

Pasal24e

(1) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme pimpinan

dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas, fungsi tlan wervcnangrya, dapat

diadakm dan/atau mengikuti kegiatan seminar, penclidi}an dan pelatiharq

bimbingan teknis, workshop, legal drafting dan kegia tan sejenis 1,ang bersifat non

formal lainnya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disecliakan anggaran.

Pasal 24f

(1) Untrk mcningkatkan kinorja DpRD, dapat diangkat tenaga ahti.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibawah koorclinasi sekrerariar

DPRD dengn persetujuan pimpinan DpRD.
(3) Biaya tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <.lisecliakan anggaran dan

ditetapkan sesuai dengan standart yang berlaku.

10. Kotcnhran Pasal 25 diuba\ sehingga Pasal 25 borbunyi scbagai bcr.ikut :

Pasal 25

(l) seketaris DPRD menyusun belanja DpRD yurg tercli-ri atas Belanja penghasilan

Pimpinan dan Anggota DPRD, Turfangan Kesejahteraan pimpinan dan ,\nggota

DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang difonnul:rsikan ke rlalarn

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekcrariat DpRD.

(2) Belanja Ponpihasilan Pimpinan dan Anggota DpRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tersebur dalam ketennran pasal 10 dianggarkan dalam pos DpRD.
(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud clalarn pasal Z0 a].at ( 1 )

dianggarkan dalam Pos DPRD.

(
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aI

,

.o .a

a

a

.(2)

(3)

(4)

a

Bela4ia Penghasiian Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)

dianggarkan dalam Pos DPRD.

Trx$angan Kesejahteraan Pimpinrr, *r, Anggota DPRD sebagaimana climaksud

pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20,

Pasal 21, Pasal 22, ilan Pasal 23 serta Penrur.iang Kegiatan DPRD sebdgaimana

dimaksud dalam Pasal24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang

a

Aslinya

I

a!

I

diuraikan ke dalamjenis trelanja setragai berikut :

a. Belanja Pegawai;
fr

a

lt

b. Belanja Barang dan Jasa:

c. Belanja Perjalanan Dinas;

d. Belanja Pemeliharaan;

e. Belanja lvlodal.

(5) Pengelolaan belanja DPRD

ta

.*.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal, 25 - 11 - 2005

BUPATI KEDIRI

TTD

SUTRISNO

Ia

dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan
,

berpedoman pada ketentuan perafuran perund4ng-undangan. I
Pasal II

I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. a

a
t C

t a

Agar setiap orang mengetahuin-va. memerinlahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten,Kediri.

\J'7 o

a.
a

s

SEKRETARIS DAERAH
a

Diundangkan di Kediri
padatangglrl ; 25 - 1 1 - 2005

;t

, ,,4
T

a

KEDIRI
DAERAH

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEIvIBARAN D.A,ERAH K.ABUPATEN

SOEHARNO

KEDIRI T.4.1[IN 2005 NOIv{OR 4

' t *t

a
a

a'a

O

*

IA?

E

r*.

I
I
I
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH TANUTETTN KEDIRI

NOMOR 4 TA}II]N 2OO5

TENTA}TG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABIJ"ATEN KEDIRI

NOMOR 21 TA}ILiN 2OO4

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAhI DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEIT.{H

KABI]PATEN KEDru

L UMUIvI

PEnrbahan atas Perahran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada dasarnya disebabkan oleh terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Dengan berlakunl,a Peraturan Daerah ini

dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian dan menghindari terdapatnya perbecllan

penafsiran datampasai-pasal maupun penielasan. Disanrping i1u, deng:rn beriakurn,a

Perahran Daerah ird sekaligus lebih menjamin kepastian dan kclertiban hukum.

memberikan rasa keadilan dan kejelasan pedoman.

U. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka I

Pasal I

Cukup jolas

AngJr.az

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 16

ayat (1) Yang dimaksud dengan "penrelilraraan kesehatan"

adalah upaya kosohatan )'ang meliputi

peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan

kesehatan.

I
((

(':
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ayat (2) l'ang dimaksud dengan suami atru istri adalah I
(satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung

atau :urak angkat.

ayat (3) Cuhp jelas

ryat (4) Cnli'up jelas

(,>

Angka 4

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas

AnCka 6

Pasal 20

Cukupjelas

AnSkaT

Pasal 2l

ayat (l)
a. Cukup jelas

b. Cul:r4jela.s

c. CUL-up jelas

d. Cukup jelas

ayat (2) Cukup jclas

Angka 8

Par,al24

Cukup jelas

()-
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AnSk 9

Pasxl24a

Ayat (1)

Yang dimaksud rapat paripuma adalah rapat selain

motrganbil keputusan.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal24b

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukupjelas

ayat (3) Belanja perjalanan dinas yairu helanja perialan an

dinas Pimpinan dan Anggota DpRD dalam rangka
. melaksanakan tugasnya alas natna lcmbaga

perwakilan daerah baili didalam daelah maupun

keluar {aerah yang besanrya disesuaikan dengan

standart pcrjalanan dinas pegarvai Negeri Sipit

tingkat ,\ yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

terdiri dari :

a- biafi transport
' b. uang harian terdiri dari :

biaya penginapan

- biaya makan

:ffJ,llr*setsmpat
c. uang representasi

Pasal24c

Cukup jelas

Pao,al24d

Cukup jelas

Paqal 2zle

Cukup jelas

Pasal24f

Cuh4 jelas

Angka l0

Pasal25

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukupjelas

ayat(3) Cukupjelas

,\/f)

(r



-FI2

ayat (4) _vang dfunaksucl dengan ",Jiuraikan ke alalarn jcnis

belaqia" adalah sebagai trerikut :

a. belarlia pegawai antara lain untuk kebutuhan

belanja Gaji dan I'uniangan pegarvai

Sekretariat DPRD sesuai clengan golongan

jabatan.

t. Belanja barang cl:rn jasa yaitu urrtuk kebuhrhan

belania bararg dan jasa habis llakai. seperti alat

tulis kantor, pakaian dinas Pirnpinan dan,

Anggota DPRD dan Pegarvai ,.icliretariat

DPRD, premi asuransi lieselrrlan, konsurnsi

rapat daerah, belanja lisfrili, telepon, air, gas

dan ongkos kantor lainnya.

c. Cukup jelas

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan

sarana dan prasana gedung l<antor DPRI) dan

Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan

dan rumah dinas .{nggota DPRD dan

k&daraan dinas pirnpinan DPRD.

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan

pembangunan/;rerluasan/penambahan

gcdung kantor / rumah jabatan / rurnah dinas,

pengadaan perlengkapan / peralatan rumah

jabatan Pimpinan DPRD dan,atau rumah dinas

Anggota DPRD, perlengkapan i peralatan

kantor, pengadaan kendaraan dirnas pimpinan

DPRD yang sifatnya nrenambah nilai kekayaan

daerah.

ayat (4) Cukup jelas

" t)-'

a-}-,-.2

Pasal II
Cultp jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPA'rEN KEI)Ir{r NOr\4()l{ r.r


